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KETENTUAN HUKUM TENTANG USIA CALON PESERTA 
DIDIK PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN SISTEM 

PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI DAERAH KOTA DENPASAR)

Oleh:
Made Suksma Prijandhini Devi Salain1

Abstract
Primary education is a first level education in Indonesia which has mandatory 
characteristic based on national education system. National education system is 
presupposing every citizens that 7 (seven) years old until 15 (fifteen) years old are 
obligatory to enroll the primary education. This statement is making confusion 
in determining the age limit for the students in Indonesia primary education. 
For example, public and private elementary schools in Denpasar determining 
different requirements of age limit for their students. Public elementary schools 
are presupposing their candidate students for minimum 7 (seven) years old 
whereas private elementary schools are more flexible in specifying requirements 
for their candidate students. The statement of age range of the compulsory 
education in the national education system act is different with the other 
education regulations. Based on those situations, there are problems in this 
research: How is the regulation of the age for the candidate students in Indonesia 
primary education and How about the implementation in the elementary schools 
that are situated in Denpasar. This research is normative which supported by 
some primary data. The legal materials and primary data that collected from the 
field are analyzed in systematically in order to answer 2 (two) problems in this 
research. Based on those analyses, there is imprecision interpretation according 
to the age limit of the primary education candidate students. Seven years old 
is not the absolute requirement in enrollment the primary education candidate 
students. This statement is proved by SD Bali Public School which already past 
2 (two) years accepting the candidate students under 7 (seven) years old and 
those students are still get National Student Registration Number (Nomor Induk 
Siswa Nasional/NISN).

Keywords: age, primary education, regulations, students

1  Penul�s adalah Pengajar d� bag�an hukum �nternas�onal dan hukum b�sn�s �nternas�onal pada Fakultas 
Hukum Un�vers�tas Udayana, dev�_sala�n@unud.ac.�d
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Abstrak
Pend�d�kan dasar merupakan jenjang pend�d�kan awal yang d�waj�bkan d� 
Indones�a berdasarkan s�stem pend�d�kan nas�onal. S�stem pend�d�kan nas�onal 
mensyaratkan set�ap warga Negara yang berus�a 7 (tujuh) tahun sampa� dengan 
15 (l�ma belas) tahun waj�b meng�kut� pend�d�kan dasar. Pernyataan �n�lah 
yang membuat kerancuan dalam menetapkan batasan us�a calon peserta d�d�k 
pend�d�kan dasar d� Indones�a. Sebaga� contoh, d� Daerah Kota Denpasar  antara 
Sekolah Dasar (SD) Neger� dan Swasta menetapkan persyaratan yang berbeda 
mengena� batasan us�a pener�maan calon peserta d�d�knya. SD-SD Neger� 
mensyaratkan calon peserta d�d�knya m�n�mum berus�a 7 (tahun) sedangkan 
SD-SD Swasta leb�h fleks�bel menetapkan batasan us�a calon peserta d�d�knya. 
Pernyataan rentang us�a waj�b belajar pend�d�kan dasar pada Undang-Undang 
S�stem Pend�d�kan Nas�onal berbeda dengan peraturan perundangan d� b�dang 
pend�d�kan la�nnya. Berdasarkan keadaan tersebut, terdapat permasalahan dalam 
penel�t�an �n�, ya�tu: Baga�manakah ketentuan hukum mengena� us�a calon peserta 
d�d�k pend�d�kan dasar d� Indones�a dan Baga�manakah �mplementas�nya pada 
Sekolah Dasar d� Daerah Kota Denpasar. Penel�t�an �n� berjen�s normat�f dengan 
d�dukung beberapa data pr�mer. Bahan-bahan hukum dan data pr�mer yang d� 
dapat d� lapangan akan d�anal�s�s secara s�stemat�s seh�ngga dapat menjawab 2 
(dua) permasalahan dalam penel�t�an �n�. Berdasarkan anal�s�s tersebut, terdapat 
ket�daktepatan �nterpretas� mengena� batasan us�a peserta d�d�k pend�d�kan 
dasar. Us�a 7 (tujuh) tahun bukanlah syarat mutkla untuk pener�maan peserta 
d�d�k pend�d�kan dasar. Hal �n� terbukt� pada SD Bal� Publ�c School yang sudah 
2 (dua) tahun belakangan �n� mener�ma calon peserta d�d�k kurang dar� 7 (tujuh) 
tahun dan mereka mener�ma Nomor Induk S�swa Nas�onal (NISN).

Kata Kunc�: ketentuan hukum, peserta didik, pendidikan dasar, usia

I.  PENDAHULUAN
S�stem pend�d�kan d� Indones�a 

berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2003 tentang S�stem 
Pend�d�kan Nas�onal2 mengenal 
3 (t�ga) jenjang pend�d�kan, ya�tu 
pend�d�kan dasar, menengah dan 
t�ngg�. Pasal 17 Ayat (2) UU S�stem 
Pend�d�kan Nas�onal menyebutkan 
bahwa: “Pend�d�kan dasar berbentuk 
Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 
Ibt�da�yah (MI) atau bentuk la�n yang 
sederajat serta Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) dan Madrasah 
Tsanaw�yah (MTs), atau bentuk la�n  
2 Selanjutnya d�sebut dengan UU S�stem 

Pend�d�kan Nas�onal

yang sederajat.” Pend�d�kan menengah 
dengan mengacu kepada Pasal 18 Ayat 
(3) UU S�stem Pend�d�kan Nas�onal 
adalah jenjang pend�d�kan lanjutan 
dar� pend�d�kan dasar yang berbentuk 
Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Al�yah (MA), Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), dan 
Madrasah Al�yah Kejuruan (MAK), 
atau bentuk la�n yang sederajat. 
Jenjang pend�d�kan t�ngg� �n� beragam 
bentuknya, mula� dar� d�ploma, sarjana 
(S1), master/mag�ster (2) dan yang 
terakh�r adalah program doktor (S3).

Fenomena yang terjad� d� 
masyarakat adalah persyaratan us�a 

Vol. 5, No. 4 : 739 - 756



741

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

calon peserta d�d�k pend�d�kan dasar. 
Sepert� d� Daerah Kota Denpasar, 
mas�ng-mas�ng SD menetapkan syarat-
syarat yang berbeda mengena� batasan 
us�a calon peserta d�d�k. Bag� SD 
Neger� menetapkan batasan m�n�mum 
us�a calon peserta d�d�k adalah 7 (tujuh) 
tahun. Kurang sebulan saja dar� us�a 7 
(tujuh) tahun, calon peserta d�d�k t�dak 
dapat d�ter�ma. Persyaratan berbeda 
d�tetapkan oleh SD Swasta (Nat�onal  
Plus), calon peserta d�d�k pend�d�kan 
dasar adalah berus�a 6 (enam) tahun, 
kurang dar� 6   (enam) tahun dapat 
d�ter�ma sepanjang kuota sekolah 
memenuh�, adanya rekomendas� 
tertul�s dar� ps�kolog profes�onal atau 
dewan guru.

Perbedaan persyaratan us�a 
calon peserta d�d�k pend�d�kan 
dasar men�mbulkan ket�dakjelasan/
keb�ngungan bag� SD-SD terutama 
para orang tua calon peserta d�d�k. Para 
orang tua yang sudah menyekolahkan 
anaknya pada t�ngkat Taman Kanak-
Kanak (TK) sebelum us�a 4 (empat) 
tahun menjad� b�ngung/khawat�r 
akan kelanjutan jenjang pend�d�kan 
anaknya, apakah b�sa melanjutkan ke 
jenjang pend�d�kan dasar setelah 2 
(dua) tahun mengenyam TK. D� satu 
s�s�, berkembang tren menyekolahkan 
anak sed�n� mungk�n. Dulu d�kenal 
�st�lah Pend�d�kan Anak Us�a D�n� 
(PAUD) atau Playgroup yang d�mula� 
dar� umur 2 (dua) tahun, sekarang ada 
�st�lah Todler yang d��kut� oleh anak-
anak bal�ta mula� us�a 6 (enam) bulan. 
D� s�s� la�n ada penetapan us�a calon 

peserta d�d�k pend�d�kan dasar harus 
berus�a 7 (tujuh) tahun. Apakah anak-
anak yang belum berus�a 7 (tujuh) 
tahun harus mengenyam pend�d�kan 
TK selama 3 (t�ga) tahun? Baga�mana 
j�ka anak-anak tersebut sudah mampu 
untuk membaca, menul�s dan berh�tung 
(cal�stung)? Atau sebal�knya sudah 
berus�a 7 (tujuh) tahun tetap� belum 
mampu cal�stung.

Kemampuan anak-anak untuk 
cal�stung pada awal pend�d�kan dasar 
juga menjad� masalah. Kemampuan 
cal�stung tersebut menjad� tolak ukur/
patokan seorang calon peserta d�d�k 
dapat d�ter�ma d� jenjang pend�d�kan 
dasar. Hal �n� jelas bertentangan dengan 
s�stem penyelenggaraan pend�d�kan d� 
Indones�a. Pasal 69 Ayat (5) Peraturan 
Pemer�ntah Republ�k Indones�a 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pend�d�kan menyatakan bahwa: 
“Pener�maan peserta d�d�k kelas 1 
(satu) SD/MI atau bentuk la�n yang 
sederajat t�dak d�dasarkan3 pada has�l 
tes kemampuan membaca, menul�s, 
dan berh�tung, atau bentuk tes la�n.” 
Pada prakteknya semua sekolah 
menetapkan kemampuan cal�stung 
menjad� syarat utama setelah batasan 
us�a untuk d�ter�manya seorang calon 
peserta d�d�k. Keadaan �n� d�sebabkan 
oleh t�dak adanya s�nkron�sas� antara 
kur�kulum TK dan SD. D� jenjang 
3  Gar�s bawah d�ber�kan oleh penul�s untuk 

menegaskan bahwa pener�maan peserta 
d�d�k pada pend�d�kan dasar t�dak dapat 
menggunakan kemampuan cal�stung 
(membaca, menul�s dan berh�tung) sebaga� 
tolak ukur
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TK anak- anak t�dak d�ber�kan untuk 
belajar cal�stung, mereka harus leb�h 
banyak d�ber�kan perma�nan yang 
s�fatnya mend�d�k sedangkan pada 
jenjang SD, mereka sudah harus 
mampu cal�stung sejak pertama kal� 
masuk SD.4 

Ada beberapa ketentuan hukum 
yang terka�t dengan penyelenggaraan 
pend�d�kan d� Indones�a, yakn�: 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang S�stem Pend�d�kan 
Nas�onal, Peraturan Pemer�ntah 
Republ�k Indones�a Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pend�d�kan serta 
Peraturan Bersama antara Menter� 
Pend�d�kan dan Kebudayan Republ�k 
Indones�a dan Mentr� Agama Republ�k 
Indones�a Nomor NOMOR 2/VII/
PB/2014, NOMOR 7 TAHUN 2014 
tentang Pener�maan Peserta D�d�k 

4   Mesk�pun pada kenyataannya banyak sekolah-
sekolah PAUD yang sudah member�kan 
mater� cal�stung kepada mur�d d�d�knya karena 
nant�nya pada saat masuk SD mereka sudah 
harus b�sa membaca, menul�s dan mengh�tung

Baru pada Taman Kanak-Kanak/
Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan 
Sekolah/Madrasah. Ket�ga ketentuan 
hukum tersebut yang akan d�gunakan 
sebaga� sumber hukum utama dalam 
menganal�s�s permasalahan dalam 
penel�t�an �n�.

2.  Perumusan masalah
 Adapun 2 (dua) permasalahan 

dalam penel�t�an �n�, ya�tu:
1. Baga�manakah ketentuan hukum 

mengena� us�a calon peserta d�d�k 
pend�d�kan dasar d� Indones�a?

2. Baga�manakah �mplementas�nya 
pada Sekolah Dasar d� Daerah 
Kota Denpasar?
Dar� penelusuran yang d�lakukan 

oleh penul�s, terdapat 1 (satu) art�kel 
jurnal yang mem�l�k� kem�r�pan namun 
esens�nya berbeda. Ber�kut adalah 
tabel pemband�ngnya:
Tujuan Penel�t�an �n� adalah:
1. Untuk mengetahu� ketentuan 

hukum mengena� us�a calon 
peserta d�d�k pend�d�kan dasar d� 

Indikator 
Pembanding

Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mar’atun Aslamiya Rizally

Judul

Ketentuan Hukum tentang Us�a Calon Peserta 
D�d�k Pend�d�kan Dasar Berdasarkan S�stem 
Pend�d�kan Nas�onal d� Indones�a
(Stud� Kasus d� Daerah Kota Denpasar)

Korelas� Antara Us�a Kronolog�s Awal 
Masuk Sekolah Terhadap Prestas� 
Belajar5

Permasalahan

1. Baga�manakah ketentuan hukum 
mengena� us�a calon peserta d�d�k pend�d�kan 
dasar d� Indones�a?
2. Baga�manakah �mplementas�nya 
pada Sekolah Dasar d� Daerah Kota 
Denpasar?

Ada �nd�kas� korelas� antara us�a anak SD 
d� bawah 7 (tujuh) tahun yang d�ter�ma 
sebaga� s�swa kelas 1 SD dengan t�ngkat 
pencapa�an pembelajarannya

5 Art�kel �n� d�muat dalam E-JUPEKhu (Jurnal 
Ilm�ah Pend�d�kan Khusus), Volume 3 Nomor 
3, September 2014, http://ejournal.unp.ac.�d/
�ndex.php/jupekhu, hlm. 140 - 148
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Indones�a meng�ngat pend�d�kan 
merupakan salah satu Hak Asas� 
Manus�a (HAM);

2. Untuk mengetahu� �mplementas� 
ketentuan hukum terka�t pada 
Sekolah Dasar d� Daerah Kota 
Denpasar.

II.  METODE PENELITIAN
1.  Jenis Penelitian

 Penel�t�an �n� berjen�s 
penel�t�an hukum normat�f  (doktr�nal) 
dengan d�dukung beberapa data 
pr�mer yang d�dapat dar� lapangan. 
“Doctrinal Research is research which 
provides a systematic exposition of 
the rules governing a particular legal 
category, analyses the relationship 
between rules, explains areas of 

difficulty and, perhaps, predicts future 
developments”.6 (Terjemahan bebas: 
Penel�t�an doktr�nal adalah penel�t�an 
yang menyaj�kan ekspos�s�/pernyataan 
s�stemat�s dar� suatu peraturan yang 
mengatur kategor� hukum tertentu, 
menganal�s�s hubungan antara 
peraturan tersebut, menjelaskan 
kesul�tannya dan kemungk�nan 
mempred�ks� perkembangan d� masa 
yang akan datang). Penel�t�an �n� 
d�lakukan dengan cara menel�t� bahan 
hukum pr�mer, sekunder dan ters�er, 
seh�ngga d�sebut juga penel�t�an non 
human resources yakn� penel�t�an 
menggunakan bahan-bahan berupa 

Kes�mpulan

1. Terdapat beberapa ketentuan 
hukum mengena� batasan us�a calon peserta 
d�d�k pend�d�kan dasar d� Indones�a, D� 
dalam UU S�stem Pend�d�kan Nas�onal 
terdapat 2 (dua) Pasal yang berbeda substans� 
mengena� batasan us�a calon peserta d�d�k 
pend�d�kan dasar, ya�tu Pasal 6 Paragraf 1 
yang menyatakan us�a 7 (tujuh) tahun waj�b 
belajar dan Pasal 34 Ayat (1)  menyatakan 
bahwa set�ap warga Negara berus�a 6 (enam) 
tahun dapat meng�kut� program waj�b belajar. 
2. Implementas� ketentuan hukum d� 
beberapa SD (Neger� dan Swasta) d� Daerah 
Kota Denpasar adalah beragam. Kebanyakan 
SD Neger� menetapkan syarat m�n�mal 
berus�a 7 (tujuh) tahun bag� para calon peserta 
d�d�knya sedangkan SD Swasta leb�h fleks�bel 
dalam mener�ma peserta d�d�knya. SD Swasta 
ada yang mau mener�ma calon peserta d�d�k 
berus�a 6 (enam) tahun ataupun kurang dar� 6 
(enam) tahun. SD Bal� Publ�c School mener�ma 
peserta d�d�k pend�d�kan dasar mula� dar� us�a 
6 (enam) tahun bahkan ada 1 (satu) kelas 
yang pesertanya berus�a kurang dar� 6 (enam) 
tahun. Peserta d�d�k yang berus�a kurang dar� 
6 (enam) tahun memperoleh NISN (Nomor 
Induk S�swa  Nas�onal). 

Berdasarkan has�l penel�t�an yang telah 
d�jelaskan, yang d�laksanakan d� SDN 
09 Koto Luar Padang yang bertujuan 
untuk mengetahu� apakah terdapat 
korelas� antara us�a kronolog�s awal 
masuk sekolah terhadap prestas� belajar. 
Has�l penel�t�an yang telah d�laksanakan 
menggunakan tekn�k korelas� Product 
Moment yang menghas�lkan rh�t < 
rtab maka Ha d�tolak dan Ho d�ter�ma, 
dengan dem�k�an perh�tungan rh�t = 
0,081 dan r tab pada taraf s�gn�f�kan 
5% adalah 0,291 terbukt� bahwa t�dak 
terdapat korelas� antara us�a awal anak 
masuk sekolah terhadap prestas� belajar 
s�swa d� SDN 09 Koto Luar, Padang. 
Kes�mpulan �n� berlaku bag� ruang 
l�ngkup penel�t�an bag� anak-anak 
yang bersekolah d� Sekolah Dasar yang 
berus�a 5,5-7 tahun

6 Terry Hutch�nson,2002, Researching and 
Writing in Law, Thomson Legal & Regulatory 
L�m�ted, Austral�a, hlm. 9
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dokumen.7 Sela�n �tu, penel�t�an 
�n� juga menggunakan data-data 
yang d� dapat d� lapangan guna 
mendukung penel�t�an normat�fnya. 
Suatu penel�t�an hukum akan bers�fat 
utuh j�ka d�lakukan penel�t�an 
terhadap peraturan hukumnya dan 
�mplementas�nya d� lapangan.

2.  Sumber Bahan Hukum dan 
Data Primer
Penel�t�an �n� menggunakan 

3 (t�ga) jen�s sumber bahan hukum, 
yakn�: bahan hukum pr�mer, 
sekunder dan ters�er. 8  Penel�t�an �n� 
menggunakan bahan hukum pr�mer 
berupa peraturan perundang-undangan 
terka�t pend�d�kan; sedangkan bahan 
hukum sekunder berupa buku-buku, 
art�kel jurnal (cetak maupun online) 
dan karya tul�s �lm�ah ahl� hukum; 
Bahan hukum ters�er berupa kamus 
ataupun ens�kloped�a. Data pr�mer 
yang d�dapat melalu� observas� dan 
wawancara d� lapangan juga d�gunakan 
dalam penel�t�an �n�.

3.  Tehnik Pengumpulan dan 
Analisis Bahan Hukum
Bahan-bahan hukum ba�k yang 

pr�mer maupun sekunder d��nventar�s�r 
terleb�h dahulu kemud�an d�lakukan 
stud� kepustakaan sedangkan data 
pr�mer yang d�dapat d� lapangan 
d�peroleh dengan cara melakukan 

observas� dan wawancara. Setelah 
bahan-bahan hukum dan data pr�mer 
terkumpul maka d�anal�s�s secara 
kual�tat�f melalu� langkah-langkah 
deskr�ps�, �nterpretas�, s�stemat�sas�, 
argumentas� dan evaluas�.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Ketentuan Hukum Usia Calon 

Peserta Didik Pendidikan 
Dasar di Indonesia
Pend�d�kan merupakan salah 

satu Hak Asas� Manus�a (HAM). 
HAM adalah sekelompok hak 
yang d�m�l�k� oleh manus�a, hanya 
manus�alah sebaga� subyek hukum 
alam� (orang perseorangan/�nd�v�du) 
yang menyandang HAM bukan 
subyek  hukum buatan la�nnya, sepert� 
badan hukum dan Negara. Kelompok-
kelompok �nd�v�du pada waktu 
tertentu dapat mem�l�k� HAM untuk 
mel�ndung� kelompoknya namun 
berbeda penggunaannya dengan HAM 
yang  d�m�l�k� oleh set�ap orang.9 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asas� Manus�a, “Hak Asas� 
Manus�a adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hak�kat  dan  keberadaan  
manus�a  sebaga�  makhluk  Tuhan  
Yang  Maha  Esa  dan   merupakan 
anugerah-Nya yang waj�b d�hormat�, 
d�junjung t�ngg� dan d�l�ndung� oleh 

7 Nasut�on, 1998, Metode Penelitian Naturalistik 
Kualitatif, Tars�to, Bandung,  hlm. 85

8 Bahder Johan Nasut�on, 2011, Negara Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, 
Bandung, hlm. 97

9 Jeremy Waldron, Taking Group Rights 
Carefully dalam Grant Hus Cropt & Paul 
R�sworth (eds.), Litigating Rights, h. 203-
220 dalam Pranoto Iskandar, 2012, Hukum 
Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah 
Pengantar Kontekstual, IMR Press, C�anjur, 
hlm. 67
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negara, hukum dan Pemer�ntah, dan 
set�ap orang dem� kehormatan serta 
perl�ndungan harkat dan martabat 
manus�a”.

Karakteristik HAM
Berdasarkan Paragraf 1 

Pembukaan Deklaras� Hak Asas� 
Manus�a 1948 bers�fat absolut 
(inalienable) dan t�dak dapat d�renggut 
dar� seseorang. HAM akan terus 
melekat pada seseorang sepanjang 
h�dupnya sebaga� manus�a tanpa 
mempermasalahkan apakah �nd�v�du 
bersangkutan seorang penjahat, 
pencur�, pemerkosa ataupun pahlawan. 
Sela�n �tu, seorang �nd�v�du t�dak b�sa 
melepaskan HAM-nya secara sukarela 
karena t�dak meng�ng�nkannya. HAM 
melekat pada set�ap manus�a sejak 
d�lah�rkan ke dun�a, ba�k d�kehendak� 
ataupun t�dak.

Karakter�st�k HAM tersebut 
menurut N�ckel bukan berart� t�dak 
dapat d�batas� oleh keadaan la�n. 
Sebaga� contoh seseorang melakukan 
pembunuhan dan d�penjara. Selama  
d�penjara pembunuh tersebut t�dak 
b�sa bergerak dengan bebas sepert� 
�nd�v�du la�n yang t�dak melakukan 
kejahatan. HAM pembunuh tersebut 
untuk sementara waktu d�batas� 
selama d�penjara. Dengan kata la�n, 
HAM adalah hak yang t�dak dapat 
d�tanggalkan (hard to lose).10

 Sepert�   yang  telah  d�sebutkan  
d�atas  bahwa   HAM  adalah  hak   
yang  t�dak      dapat d�tanggalkan, �n� 
berart� HAM adalah hak yang sangat 

fundamental. Hak adalah hal yang 
pent�ng (cogent) bag� seorang �nd�v�du 
untuk mengkla�m sesuatu. Kepem�l�kan 
HAM oleh seorang �nd�v�du tentunya 
berbeda dengan hak seseorang 
terhadap suatu benda (kepem�l�kan 
benda). Perbedaannya terletak pada 
n�la� keutamaan yang terdapat d� 
dalam HAM. HAM merupakan atr�but 
manus�a yang bers�fat �nstr�ns�k. 
Set�ap �nd�v�du mem�l�k� HAM karena 
atr�butnya  sebaga� manus�a bukan 
karena alasan la�nnya.11

Karakter�st�k HAM yang 
dem�k�an d�kuatkan dengan 
Teor� Kead�lan dar� John Rawls 
yang mengkr�t�k konsep kead�lan 
menurut al�ran ut�l�tar�an�sme yang 
mengutamakan kesejahteraan namun 
mengaba�kan unsur kead�lan (hak) 
yang sesungguhnya merupakan 
hal fundamental bag� masyarakat 
demokrat�s. Menurut John Rawls, 
konsep kead�lan t�dak dapat d�ganggu 
gugat mesk�pun bertujuan untuk 
mencapa� kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan. Berdasarkan hal 
tersebut John Rawls mengemukakan 
kontrak sos�al yang mengandung 2 
(dua) pr�ns�p kead�lan, ya�tu:

“(1) each person is to have an 
equal right to the most extensive basic 
liberty compatible with a similar liberty 
for others; (2) social and economic 
inequalities are to be arranged so that 
they are both [a] reasonably expected 
10 Pranoto Iskandar, loc.cit.
11 Stephen James,2007, Universal Human Rights: 

Origins and Developments, LFB Scholarly 
Publ�sh�ng, New York, hlm. 117
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to be to everyone’s advantage, and [b] 
attached to positions  and offices open 
to all.”12

Kead�lan menurut teor� �n� 
bahwa semua orang mem�l�k� hak 
yang sama atas kebebasan dasar, 
ket�mpangan sos�al dan ekonom� 
harus d�atur sedem�k�an rupa seh�ngga 
dapat member�kan manfaat bag� 
semua orang serta semua pos�s� 
dan jabatan terbuka untuk semua 
orang. Atau dengan kata la�n, dapat 
d�katakan bahwa ket�dakad�lan adalah 
j�ka ket�mpangan/ket�daksamaan 
(inequality) pend�str�bus�an akan 
hak, kesempatan dalam ekonom�, 
pekerjaan, pend�d�kan dan la�nnya 
t�dak member�kan manfaat bag� semua 
orang.13

Generasi dalam HAM
Berdasarkan l�teratur buku-buku 

hukum terdapat 3 (t�ga) generas� HAM, 
ya�tu: Generas� Pertama, Kedua dan 
Ket�ga. Ber�kut adalah penjabarannya:
1. HAM Generas� Pertama

Pada generas� �n�, HAM yang 
berkembang adalah hak-hak mengena� 
kebebasan �nd�v�du  yang berka�tan 
erat dengan hak s�p�l dan pol�t�k. Pada 
saat �tu manus�a sudah mula� sadar  
bahwa mereka adalah �nd�v�du yang 
mem�l�k� kebebasan, t�dak �ng�n ter�kat 

oleh kekuasaan  absolut sebuah 
Negara, mereka �ng�n mel�ndung� 
keh�dupan pr�bad�nya sebaga� manus�a. 
HAM generas� pertama d�usulkan 
oleh Negara-Negara barat yang 
sudah maju secara  ekonom�, sos�al 
maupun budaya. Oleh karena �tu 
mereka memandang d�perlukannya 
hak- hak kebebasan d� b�dang 
s�p�l dan pol�t�k yang d�tuangkan 
dalam International Covenant on  
Civil and Political Rights (ICCPR) 
1966. HAM Generas� Pertama 
mem�n�mal�s�r peran dar�  Negara 
untuk penyelenggaraannya, karena 
semak�n banyak Negara �ntervens� 
maka akan  terjad� pelanggaran 
terhadap HAM tersebut. Adapun 
beberapa hak yang dapat d�golongkan  
dalam HAM Generas� Pertama, 
yakn�: hak untuk menentukan nas�b 
send�r�, hak untuk  h�dup, hak 
untuk t�dak d�hukum mat�, hak untuk 
t�dak d�s�ksa, hak untuk t�ak d�tahan 
secara  sewenang-wenang, hak untuk 
perad�lan yang ad�l, �ndependen dan 
t�dak berp�hak, hak untuk berekspres� 
dan menyampa�kan pendapat, hak 
untuk berkumpul dan berser�kat, 
hak untuk mendapatkan persamaan 
perlakuan d� depan hukum serta hak 
untuk d�p�l�h dan  mem�l�h.14

2. HAM Generas� Kedua
HAM pada generas� �n� d�usulkan 

oleh Negara-Negara T�mur yang secara 
ekonom�, sos�al dan budaya belum 
terpenuh�. Oleh sebab �tu mereka leb�h 

12 John Rawls, 1971, A Theory of Justice, The 
Belknap Press of Harvard Un�vers�ty Press 
Cambr�dge, Massachusetts, hlm. 60

13 John Rawls, 2011, A Theory of Just�ce; Teor� 
Kead�lan Dasar-Dasar F�lsafat Pol�t�k untuk 
Mewujudkan Kesejahteraan Sos�al dalam 
Negara, Cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
hlm. 74.

14 J�mly Ash�d�qq�e, 2007, Pokok-Pokok Hukum 
Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 
Penerb�t: PT BIP (Kelompok Gramed�a), 
Jakarta, hlm. 623.
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mengutamakan hak-hak d� b�dang 
ekonom�, sos�al dan budaya sebaga� 
HAM. Hak-hak tersebut d�tuangkan 
dalam International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR) 1966. HAM Generas� Kedua 
�n� sangat berbeda dengan generas� 
yang pertama. Pada HAM Generas�  
Pertama, Negara t�dak berperan akt�f 
dalam penyelenggaraan hak-hak s�p�l 
dan pol�t�k sedangkan pada generas� 
kedua, Negara d�tuntut akt�f untuk 
berperan serta dalam  penyelenggaraan 
hak-hak d� b�dang ekonom�, sos�al 
dan budaya. Oleh sebab �tu HAM 
d�golongkan sebaga� HAM Generas� 
Kedua adalah: hak untuk bekerja, 
hak untuk  mendapatkan upah 
yang sama, hak untuk t�dak d�paksa 
bekerja, hak untuk cut�, ha katas 
makanan, hak atas perumahan, ha katas 
kesehatan, hak atas pend�d�kan,   hak 
untuk  berpart�s�spas� dalam keg�atan 
kebudayaan, hak untuk men�kmat� 
kemajuan �lmu  pengetahuan, 
hak untuk memperoleh perl�ndungan 
atas has�l karya c�pta (hak c�pta).15

3. HAM Generas� Ket�ga
HAM Generas� Ket�ga �n� pertama 

kal� d�muat dalam African Charter 
on Human and  Peoples Rights 
1981. African Charter �n� merupakan 
terobosan baru d� dun�a HAM. HAM  
t�dak hanya d�m�l�k� oleh set�ap 
�nd�v�du tetap� juga ada hak-hak yang 
d�m�l�k� oleh sebuah  k o m u n � t a s , 
kelompok  �nd�v�du  atau  group.  HAM  

Generas�  ket�ga  �n�  berka�tan  dengan 
Pembangunan, d�antaranya adalah hak 
untuk mendapatkan pembangunan 
(perumahan) yang  layak, hak untuk 
mendapatkan l�ngkungan h�dup yang 
bers�h dan hak untuk mendpaatkan a�r 
bers�h.16 Kemunculan HAM Generas� 
Ket�ga �n� terl�hat dar� kond�s� Negara-
negara  Afr�ka yang serba kekurangan 
d� b�dang pembangunan.

Hak Atas Pendidikan Sebagai Salah 
Satu HAM

Dengan mel�hat ura�an d�atas 
mengena� generas� HAM maka hak atas 
pend�d�kan merupakan hak dar� HAM 
Generas� Kedua (hak ekonom�, sos�al 
dan budaya). Sebelum terbentuknya 
ICESCR, ha katas pend�d�kan sudah 
secara jelas d�muat dalam Pasal 26 
Ayat (1) Deklaras� Hak Asas� Manus�a 
1948:

“Everyone has the right to 
education. Education shall be free, at 
least in the elementary and fundamental 
stages. Elementary education shall 
be compulsory. Technical and 
professional education shall be 
made generally available and higher 
education shall be equally accessible 
to all on the basis of merit.”

Set�ap orang mempunya� hak 
untuk men�kmat� pend�d�kan tanpa 
terkecual�, us�a muda-us�a tua, orang 
desa-orang kota, orang m�sk�n-orang 
kaya, pr�a-wan�ta. Pada Pasal 26 Ayat 
(1) tersebut juga d�tegaskan bahwa 
pend�d�kan dasar adalah absolut/waj�b 
d�n�kmat� oleh set�ap �nd�v�du.
16 Ibid., hlm. 625
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Jenjang pend�d�kan dasar adalah 
dasar set�ap �nd�v�du yang �ng�n memula� 
pend�d�kan. Oleh karena �tu set�ap 
�nd�v�du waj�b harus men�kmat�nya. 
D�s�n�lah d�perlukannya peran Negara 
untuk menyelenggarakan s�stem 
pend�d�kan yang ba�k seh�ngga 
semua orang/set�ap �nd�v�du dapat 
mengenyam pend�d�kan. Pasal 2 
Ayat (1) ICESCR menyatakan:“Each 
State Party to the present Covenant 
undertakes to take steps, individually 
and through international assistance 
and co-operation, especially economic 
and technical, to the maximum of its 
available resources, with a view 
to achieving progressively the full 
realization of the rights recognized in 
the present Covenant by all appropriate 
means, including particularly the  
adoption of legislative measures.”

Pasal tersebut d�atas dengan 
jelas menyatakan bahwa kewaj�ban 
set�ap Negara anggota ICESCR untuk 
mengamb�l langkah-langkah ba�k 
secara nas�onal maupun �nternas�onal 
untuk mereal�sas�kan hak-hak yang 
d�aku� dalam ICESCR, termasuk hak 
atas pend�d�kan. In�lah yang ser�ng 
d�sebut dengan kewaj�ban pos�t�f sebuah 
Negara. Mesk�pun keputusan (hak) 
untuk mem�l�h sekolah tetap berada 
pada set�ap orang tua, Negara waj�b 
menyed�akan sarana dan prasarana 
untuk penyelenggaraan pend�d�kan.17 

Apab�la sebuah Negara t�dak mau  
menyed�akan atau memfas�l�tas� 

penyelenggaraan pend�d�kan maka 
Negara tersebut dapat d�tuntut d� muka 
pengad�lan.

Ketentuan dalam �nstrumen 
�nternas�onal tersebut juga sudah 
d�transformas� ke dalam hukum 
nas�onal Indones�a melalu� UU S�stem 
Pend�d�kan Nas�onal. Hal �n� dapat 
terl�hat pada Pasal 5 Ayat (1) UU 
S�stem Pend�d�kan Nas�onal : “Set�ap 
warga negara mempunya� hak yang 
sama untuk memperoleh pend�d�kan 
yang bermutu”. Pasal 7 Ayat (1) UU 
yang sama menyebutkan: “Orang tua 
berhak berperan serta dalam mem�l�h 
satuan pend�d�kan dan memperoleh 
�nformas� tentang perkembangan 
pend�d�kan anaknya.”  Peran Negara 
dan Pemer�ntah termuat dalam Pasal 
10 UU S�stem  Pend�d�kan  Nas�onal: 
”Pemer�ntah   dan  Pemer�ntah  Daerah   
berhak    mengarahkan, memb�mb�ng, 
membantu, dan mengawas� penyeleng-
garaan pend�d�kan sesua� dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku” dan Pasal 11 ya�tu: 
“Pemer�ntah dan Pemer�ntah 
Daerah waj�b member�kan layanan 
dan kemudahan, serta menjam�n 
terselenggaranya pend�d�kan yang 
bermutu bag� set�ap warga negara 
tanpa d�skr�m�nas�”.

 Mel�hat dar� UU S�stem 
Pend�d�kan Nas�onal, Indones�a 
sebaga� Negara yang berdaulat 
sudah memenuh� kewaj�bannya 
untuk menyelenggarakan pend�d�kan 
bag� set�ap warga negaranya tanpa 
terkecual�. Indones�a sadar akan 

17 Pasal 26 Ayat (3) Deklaras� Hak Asas� Manus�a 
1948 : ”Parents have a prior right to choose 
the kind of education that shall be given to 
their children”
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pent�ngnya pend�d�kan bag� warga 
negaranya. Hal �n� terbukt� dar� 
Pasal 3 UU S�stem Pend�d�kan 
Nas�onal yang menyebutkan bahwa 
“Pend�d�kan Nas�onal berfungs� 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan keh�dupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya 
potens� peserta d�d�k agar menjad� 
manus�a yang ber�man dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mul�a, sehat, ber�lmu, 
cakap, kreat�f, mand�r� danmenjad� 
warga Negara yang demokrat�s serta 
bertanggungjawab”.

 Ketentuan hukum s�stem 
pend�d�kan nas�onal menjad� t�dak 
jelas j�ka d�ka�tkan dengan batasan 
us�a peserta d�d�k pend�d�kan dasar. 
Ket�dakjelasan �n� dapat d�l�hat 
pada Pasal 6 Paragraf 1 UU S�stem 
Pend�d�kan Nas�onal: “Set�ap warga 
negara yang berus�a tujuh sampa� 
dengan l�ma belas tahun waj�b meng�kut� 
pend�d�kan dasar.” Kemud�an Pasal 
34 Ayat (1) UU S�stem Pend�d�kan 
Nas�onal menyatakan: “Set�ap warga 
negara yang berus�a 6 (enam) tahun 
dapat18 meng�kut� program waj�b 
belajar.” Kedua pasal �n� member�kan 
batasan us�a yang berbeda mengena� 
calon peserta d�d�k pend�d�kan dasar 
d� Indones�a mesk�pun berada d� dalam 
UU yang sama.

 Pasal  69  Peraturan  Pemer�ntah 
Republ�k Indones�a Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan  Penyelenggaraan Pend�d�kan 
menyebutkan bahwa:
“(1) Peserta d�d�k pada SD/MI atau 

bentuk la�n yang sederajat pal�ng 
rendah berus�a 6 (enam) tahun.;

(2) Pengecual�an terhadap ketentuan 
pada ayat (1) dapat d�lakukan 
atas dasar rekomendas� tertul�s 
dar� ps�kolog profes�onal;

(3) Dalam hal t�dak ada ps�kolog 
profes�onal, rekomendas� 
dapat d�lakukan oleh dewan 
guru satuan pend�d�kan yang 
bersangkutan, sampa� dengan 
batas daya tampungnya;

(4) SD/MI atau bentuk la�n yang 
sederajat waj�b mener�ma 
warga negara berus�a 7 (tujuh) 
tahun sampa� dengan 12 (dua 
belas) tahun sebaga� peserta 
d�d�k sampa� dengan batas daya 
tampungnya.”
Peraturan Pemer�ntah �n� 

secara jelas menetapkan bahwa 
batas m�n�mum us�a calon peserta 
d�d�k adalah 6 (enam) tahun namun 
d�ber�kan pengecual�an bag� anak-anak 
yang us�anya kurang dar� 6 (enam) 
tahun sepanjang ada rekomendas� 
dar� ps�kolog profes�onal atau dewan 
guru dan sesua� dengan daya tampung 
sekolahnya. Kemud�an Pasal 69 Ayat 
(4) menyatakan bahwa SD waj�b 
mener�ma warga Negara berus�a 7 
(tujuh) tahun sebaga� peserta d�d�k. 
Pernyataan Pasal �n� mengandung 

18 Gar�s bawah d�ber�kan oleh Penel�t� untuk 
menunjukkan bahwa anak us�a 6 (enam) 
tahun dapat d�ter�ma menjad� peserta d�d�k 
pend�d�kan dasar
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pengert�an bahwa anak-anak yang 
sudah berus�a 7 (tujuh) tahun waj�b 
meng�kut� jenjang pend�d�kan dasar. 
Tujuan dar� Pasal �n� untuk anak-anak 
atau calon peserta d�d�k yang berada d� 
pelosok-pelosok (desa), karena banyak 
anak-anak d� daerah tersebut yang 
memula� pend�d�kan dasar meleb�h� 
us�a 7 (tujuh) tahun. Para orang tua 
d� daerah pelosok (desa) ser�ng t�dak 
menyekolahkan anaknya mula� dar� 
jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) 
dengan alasan ekonom� atau t�dak 
tanggap �nformas�. Jad�, sesungguhnya 
syarat m�n�mum 7 (tujuh) tahun bag� 
calon peserta d�d�k pend�d�kan dasar 
bukanlah menjad� keharusan/syarat 
mutlak ket�ka seorang anak menjad� 
calon peserta  d�d�k.

Ket�daktepatan �nterpretas� 
�n�lah yang d�gunakan oleh beberapa 
SD Neger� d� Daerah Kota Denpasar  
untuk menetapkan persyaratan 
pener�maan calon peserta d�d�k 
pend�d�kan dasar. SD-SD Neger� 
mengamb�l langkah sepert� �tu dengan 
alasan untuk memudahkan mereka 
dalam menyeleks� calon peserta d�d�k. 
Alasan la�nnya, peserta d�d�k yang 
us�anya kurang dar� 6 (enam) d� SD 
Swasta dan kurang dar� 7 (tujuh) tahun 
d� SD Neger� t�dak dapat meng�kut� 
uj�an akh�r kelas 6 (enam) SD karena 
t�dak mem�l�k� Nomor Induk S�swa 
Nas�onal (NISN). Lalu baga�mana 
dengan anak-anak percepatan? 
Mereka juga belum cukup umur untuk 
jenjang pend�d�kan yang d�tempuhnya. 
M�salkan saja, sepert� Aldo Melloya 

Gerald�no sudah tercatat sebaga� 
mahas�swa Fakultas Kedokteran 
Un�vers�tas Gajah Mada pada us�a 
14 tahun. Aldo sudah mengenyam 
pend�d�kan dasar pada  us�a 5,5 (l�ma  
setengah)  tahun dan terbukt�  �a 
b�sa     meng�kut�  jenjang pend�d�kan 
selanjutnya dengan ba�k dan sekarang 
d�ter�ma menjad� mahas�swa termuda 
d� Fakultas Kedokteran  Un�vers�tas 
Gadjah Mada.19

Interpretas� yang t�dak tepat 
mengena� us�a calon peserta d�d�k 
menjad� leb�h kuat dengan adanya 
Peraturan Bersama antara Menter� 
Pend�d�kan dan Kebudayan Republ�k 
Indones�a dan Mentr� Agama Republ�k 
Indones�a Nomor NOMOR 2/VII/
PB/2014, NOMOR 7 TAHUN 2014 
tentang Pener�maan Peserta D�d�k Baru 
pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul    
AthFal/Bustanul

Athfal dan Sekolah/Madrasah. 
Pada peraturan Menter� bersama �n�, 
syarat calon peserta d�d�k pend�d�kan 
dasar telah berus�a 7 (tujuh) tahun 
pada ayat 1 (pertama):20

“(1) Persyaratan calon peserta d�d�k 
baru kelas 1 (satu) pada SD/
SDLB/MI/sederajat pada  tanggal 
1 Jul� tahun berjalan:

19 Aldo Meyolla Gerald�no, Us�a 14 tahun Kul�ah 
d� UGM, http://ugm.ac.�d/�d/ber�ta/10281-
aldo.meyolla.gerald�no.us�a.14.tahun.kul�ah.
d�.ugm, d�unduh pada tanggal 15 Maret 2016.

20 20 Pasal 4 Peraturan Bersama antara Menter� 
Pend�d�kan dan Kebudayan Republ�k Indones�a 
dan Mentr� Agama Republ�k Indones�a Nomor 
NOMOR 2/VII/PB/2014, NOMOR 7 TAHUN 
2014 tentang Pener�maan Peserta D�d�k Baru 
pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul AthFal/
Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah
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 a. telah berus�a 7 (tujuh) 
tahun sampa� dengan 12 
(dua belas) tahun waj�b 
d�ter�ma;

 b. telah berus�a berus�a 
6 (enam) tahun dapat 
d�ter�ma;

 c. telah berus�a berus�a 5 
(l�ma) tahun sampa� dengan 
kurang dar� 6 (enam) tahun, 
dapat d�pert�mbangkan atas 
rekomendas� tertul�s dar� 
ps�kolog profes�onal; dan

 d. berus�a        kurang        dar�        
5        (l�ma)        tahun        t�dak        
dapat        d�ter�ma.

(2) Dalam hal t�dak ada ps�kolog 
profes�onal sebaga�mana d�maksud 
pada ayat (1) huruf c, rekomendas� 
dapat d�lakukan oleh dewan guru SD/
SDLB/MI/sederajat yang bersangkutan  
sampa� dengan batas tampungnya 
terpenuh� sesua� standar pelayanan 
m�n�mal pend�d�kan dasar.”

Syarat calon peserta d�d�k 
baru (pend�d�kan dasar) telah 
berus�a 7 (tujuh) tahun pada ayat (1) 
d�atas menyebabkan banyak p�hak 
(SD-SD Neger� dan Swasta) yang 
meng�nterpretas�kan bahwa anak yang 
sudah berus�a 7 (tujuh) tahun (t�dak 
boleh kurang satu bulan saja) baru 
dapat d�ter�ma sebaga� calon peserta 
d�d�k pend�d�kan dasar.
3.2 Implementasi ketentuan 

hukum tentang batasan usia 
calon peserta didik pendidikan 
dasar pada Sekolah Dasar di 
Daerah Kota Denpasar
Penetapan batas us�a calon 

peserta d�d�k pend�d�kan dasar pada 
Sekolah Dasar (SD) d� Daerah Kota 
Denpasar sudah menjad� polem�k 
sejak 2 – 3 tahun yang lalu. Para 
orang tua mur�d yang mem�l�k� anak 
kurang dar� 7 (tujuh) tahun namun 
sudah tamat TK dan akan mencar� 
SD menjad� resah dengan ketentuan 
beberapa SD yang menyaratkan 
peserta d�d�knya m�n�mal 7 (tujuh) 
tahun. Mereka mula� mensurve� SD-
SD yang dapat mener�ma peserta d�d�k 
pend�d�kan dasar kurang dar� us�a 7 
(tujuh) tahun. Keadaan �n� d�t�mbulkan 
dar� ket�dakjelasan ketentuan hukum 
mengena� batasan us�a peserta d�d�k 
pend�d�kan. 

Adanya 2 (dua) pasal yang 
berbeda substans�nya d� dalam 
UU S�stem Pend�d�kan Nas�onal 
menjad� sumber ket�dakjelasan 
batasan us�a calon peserta d�d�k 
pend�d�kan dasar. Pasal 6 Paragraf 
1 UU S�stem Pend�d�kan Nas�onal: 
“Set�ap warga negara yang berus�a 
tujuh sampa� dengan l�ma belas tahun 
waj�b meng�kut� pend�d�kan dasar.” 
Kemud�an Pasal 34 Ayat (1) UU S�stem 
Pend�d�kan Nas�onal menyatakan: 
“Set�ap warga negara yang berus�a 
6 (enam) tahun dapat meng�kut� 
program waj�b belajar.”  SD – SD d� 
Daerah Kota Denpasar cenderung 
meng�kut� buny� Pasal 6 Paragraf 
1 UU S�stem Pend�d�kan Nas�onal 
dan salah meng�nterpretas�kannya 
seh�ngga mereka menerapkan batasan 
us�a calon peserta d�d�k pend�d�kan 
dasar m�n�mum 7 (tujuh) tahun. Sela�n 
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�tu, dar� has�l observas� d� beberapa 
SD d� Daerah Kota Denpasar (SD 
Bal� Publ�c School, SD 5 Saraswat�, 
SD Neger� 8 Dauh Pur� dan SD 
Neger� No. 2 Kes�man), para kepala 
sekolahnya menyatakan kurangnya 
sos�al�sas� mengena� ketentuan hukum 
penyelenggaraan pend�d�kan. Banyak 
terdapat ketentuan-ketentuan hukum/
keb�jakan dar� Kementr�an Pend�d�kan 
dan Kebudayaan yang belum sempat 
tersos�al�sas�kan bahkan sudah d�gant� 
dengan keb�jakan yang baru. 

 Suatu Undang-Undang 
dapat d�laksanakan apab�la sudah 
d�buatkan Peraturan Pelaksananya 
berupa Peraturan Pemer�ntah. UU 
S�stem Pend�d�kan Nas�onal sudah 
mem�l�k� Peraturan pelaksananya, 
ya�tu: Peraturan Pemer�ntah Republ�k 
Indones�a No. 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pend�d�kan. Pasal  69  Peraturan 
Pemer�ntah tersebut menyatakan 
bahwa:
“(1) Peserta d�d�k pada SD/MI atau 

bentuk la�n yang sederajat pal�ng 
rendah berus�a 6 (enam) tahun.;

(2) Pengecual�an terhadap ketentuan 
pada ayat (1) dapat d�lakukan 
atas dasar rekomendas� tertul�s 
dar� ps�kolog profes�onal;

(3) Dalam hal t�dak ada ps�kolog 
profes�onal, rekomendas� 
dapat d�lakukan oleh dewan 
guru satuan pend�d�kan yang 
bersangkutan, sampa� dengan 
batas daya tampungnya;

(4) SD/MI atau bentuk la�n yang 
sederajat waj�b mener�ma 

warga negara berus�a 7 (tujuh) 
tahun sampa� dengan 12 (dua 
belas) tahun sebaga� peserta 
d�d�k sampa� dengan batas daya 
tampungnya.”
Berdasarkan Pasal 69 Peraturan 

Pemer�ntah tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pend�d�kan sudah 
jelas menyatakan bahwa calon peserta 
d�d�k pend�d�kan dasar m�n�mum 
berus�a 6 (enam) tahun, j�ka kurang 
dar� 6 (enam) tahun dapat d�ter�ma 
dengan adanya rekomendas� tertul�s 
dar� ps�kolog profes�onal atau dewan 
guru. Kemud�an Ayat (4) dar� Pasal 
69 �n� menyebutkan bahwa SD waj�b 
mener�ma warga Negara berus�a 7 
(tujuh) tahun sebaga� peserta d�d�k. 
Pasal �n� d�maksudkan untuk mener�ma 
anak-anak yang sudah berus�a 7 
(tujuh) tahun sebaga� peserta d�d�k. 
Us�a 7 (tujuh) tahun d�anggap sebaga� 
batas maks�mum us�a peserta d�d�k 
pend�d�kan dasar. 

D�nas Pend�d�kan Pemuda 
dan Olah Raga Prov�ns� Bal� telah 
member�kan Surat Edaran Nomor 
420/10712/DISDIKPORA tertanggal 
3 Jun� 2015 kepada Kepala D�nas 
Pend�d�kan Pemuda dan Olah Raga 
Kabupaten dan Kota se-Bal� bahwa 
pedoman pelaksanaan Persyaratan 
Peserta D�d�k Baru (PPDB) 
berdasarkan Peraturan Bersama antara 
Menter� Pend�d�kan dan Kebudayan 
Republ�k Indones�a dan Mentr� Agama 
Republ�k Indones�a Nomor NOMOR 
2/VII/PB/2014, NOMOR 7 TAHUN 
2014 tentang Pener�maan Peserta D�d�k 
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Baru  pada Taman Kanak-Kanak/
Raudhatul AthFal/Bustanul Athfal 
dan Sekolah/Madrasah. Surat edaran 
�n� menegaskan bahwa persyaratan 
pener�maan calon peserta d�d�k baru 
t�dak mutlak berus�a 7 (tujuh) tahun. 
Bahkan anak berus�a kurang dar� 6 
(enam) tahun dapat d�ter�ma sebaga� 
calon peserta d�d�k pend�d�kan dasar 
sepanjang memenuh� persyaratan yang 
telah d�tentukan.

Sampa� dengan d�turunkannya 
Surat Edaran Nomor 420/10712/
DISDIKPORA mas�h banyak 
SD-SD d� Daerah Kota Denpasar 
(terutama SD-SD Neger�) yang t�dak 
mau mener�ma calon peserta d�d�k 
dengan us�a kurang dar� 7 (tujuh) 
tahun. Salah satu alasannya, apab�la 
peserta d�d�k yang berus�a kurang 
dar� 7 (tujuh) tahun d�ter�ma maka 
yang bersangkutan dapat meng�kut� 
proses belajar mengajar namun t�dak 
memperoleh NISN (Nomor Induk 
S�swa Nas�onal). NISN �n� adalah 
salah satu syarat yang harus d�m�l�k� 
peserta d�d�k untuk meng�kut� uj�an 
akh�r nas�onal d� t�ngkat kelas VI SD. 
Apab�la t�dak mem�l�k� NISN maka 
peserta d�d�k t�dak dapat meng�kut� 
uj�an akh�r nas�onal d� t�ngkat kelas VI 
SD.

Keadaan tersebut d�atas 
sesungguhnya t�dak dapat d�gunakan 
sebaga� alasan pembenar untuk t�dak 
mener�ma peserta d�d�k pend�d�kan 
dasar yang us�anya kurang dar� 7 
(tujuh) tahun. SD Bal� Publ�c School 
sebaga� salah satu SD Nas�onal Plus d� 

Daerah Kota Denpasar sampa� dengan 
sekarang �n� mas�h mener�ma peserta 
d�d�k dengan us�a 6 (enam) tahun atau 
kurang dar� 6 (enam) tahun dan mereka 
tetap mendapatkan NISN. Berdasarkan 
wawancara dengan Kepala Sekolah SD 
Bal� Publ�c School, Bapak Komang 
Ed� Putra, S. Ag., SD Bal� Publ�c 
School memang mener�ma peserta 
d�d�k dengan us�a 6 (enam) tahun 
ataupun kurang dar� 6 (enam) tahun. 
Hal �n� t�daklah melanggar ketentuan 
karena memang d�perbolehkan 
mener�ma peserta d�d�k dengan us�a 
6 (enam) tahun atau kurang dar� 6 
(enam) tahun berdasarkan Peraturan 
Pemer�ntah tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pend�d�kan dan 
Peraturan Bersama antara Menter� 
Pend�d�kan dan Kebudayan Republ�k 
Indones�a dan Mentr� Agama Republ�k 
Indones�a Nomor NOMOR 2/VII/
PB/2014, NOMOR 7 TAHUN 2014 
tentang Pener�maan Peserta D�d�k 
Baru  pada Taman Kanak-Kanak/
Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan 
Sekolah/Madrasah. D�samp�ng �tu, 
daya tampung SD Bal� Publ�c School 
juga mas�h memada�. Set�ap tahunnya 
SD Bal� Publ�c School mener�ma 
peserta d�d�k baru sejumlah 80 – 100 
orang dengan perh�tungan perkelas 
menampung 20 -25 orang peserta 
d�d�k. 

Pada tahun ajaran baru 2016, 
SD Bal� Publ�c School mener�ma 4 
(empat) buah kelas 1, ya�tu: 1A, 1B, 
1C dan 1D. Kelas d�bag� sesua� us�a 
peserta d�d�k. Kelas 1A terd�r� dar� 
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peserta d�d�k yang terlah�r d� bulan 
Januar� beg�tu seterusnya sampa� 
dengan Kelas 1D. Khusus untuk 
peserta d�d�k d� Kelas 1D terd�r� dar� 
anak-anak yang umurnya kurang dar� 
6 (enam) tahun tetap� mereka lolos 
tes cal�stung pada saat pener�maan d� 
SD Bal� Publ�c School. Kelas 1D d� 
SD Bal� Publ�c School terd�r� dar� 18 
(delapan belas) orang peserta d�d�k 
dan mereka semua telah memperoleh 
NISN. Ber�kut adalah nama-nama 
peserta d�d�k d� Kelas 1D SD Bal� 
Publ�c School:

Bapak Ed� Putra selaku Kepala 
Sekolah d� SD Bal� Publ�c School juga 
menyampa�kan bahwa para peserta 
d�d�k d� Kelas 1D juga mampu bersa�ng 
secara akadem�s dengan peserta d�d�k 
d� Kelas 1A, 1B dan 1C. Peserta 
d�d�k d� kelas 1D ser�ng menjuara� 
lomba-lomba yang d�selenggarakan d� 
l�ngkungan SD Bal� Publ�c School. 

Data mengena� peserta d�d�k 
Kelas 1D d� SD Bal� Publ�s School 
menunjukkan bahwa �su yang 
berkembang d� masyarakat dan 
penerapan syarat m�n�mum us�a 7 

Tabel Daftar Nama Siswa Kelas 1D SD Bali Public School dengan 
Usia kurang dari 6 (enam) Tahun

Sumber: Data S�swa Tahun Ajaran 2015 SD Bal� Publ�c School

NO NIS NISN NAMA LENGKAP

1 672 0104908974 Anak Agung Istr� Fresth� Dw� Laks�ta

2 673 0109179019 Anak Agung Intan Ayu Larasat�

3 674 0101037683 Anak Agung Ngurah Ardra Maheswara

4 675 0102262346 I Gust� Ayu A�ra Kr�shna Dev�

5 676 0103401708 I Putu Bagus Ngurah Arya W�bawa

6 677 0104096367 I Wayan P�xel Jun�or Sentosa
7 678 0101739705 Ida Bagus Kade Mahaw�ra Samjaya
8 679 0101954433 Kadek Nal�n� A�shwarya W�dh�ana
9 680 0104855560 N� Kadek Chandan� Paramest�
10 681 0106645889 N� Luh Putu Masayu Khar�smaputr�

11 682 0102005324 N� Putu D�an Chandradev�
12 683 0107190243 N� Putu Natasha Putr� Ar�sthadev�
13 684 0109334901 Putu G�ta A�shwarya Sanj�an�
14 685 0106769268 Putu Janarkka Sya�lendra Putra
15 686 0101722451 Putu Kanza Maharan� Putr�
16 687 0101704470 Putu Kayla Ar�nagata Hendra
17 688 0109773847 Putu Seraf�ne Lakhsm� Sug�antara
18 689 0109141463 N� Putu Sr� Rat�h Satyananda
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(tujuh) tahun bag� calon peserta d�d�k 
pend�d�kan dasar d� beberapa SD d� 
Daerah Kota Denpasar t�daklah benar. 
SD Bal� Publ�c School membukt�kan 
bahwa peserta d�d�k mereka ada yang 
berus�a 6 (enam) tahun bahkan ada 18 
(delapan belas) orang yang berus�a 
kurang dar� 6 (enam) tahun. Terleb�h 
peserta d�d�k yang kurang dar� 6 (enam) 
tahun tersebut telah memperoleh NISN 
seh�ngga dapat meng�kut� uj�an akh�r 
nas�onal d� t�ngkat Kelas VI SD. 

IV. KESIMPULAN
1. Terdapat beberapa ketentuan 

hukum mengena� batasan 
us�a calon peserta d�d�k 
pend�d�kan dasar d� Indones�a, 
ya�tu: UU S�stem Pend�d�kan 
Nas�onal, Peraturan Pemer�ntah 
tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pend�d�kan 
dan Peraturan Bersama antara 
Menter� Pend�d�kan dan 
Kebudayan Republ�k Indones�a 
dan Mentr� Agama Republ�k 
Indones�a Nomor NOMOR 2/VII/
PB/2014, NOMOR 7 TAHUN 
2014 tentang Pener�maan 
Peserta D�d�k Baru  pada Taman 
Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/
Bustanul Athfal dan Sekolah/
Madrasah. D� dalam UU S�stem 
Pend�d�kan Nas�onal terdapat 
2 (dua) Pasal yang berbeda 
substans� mengena� batasan us�a 
calon peserta d�d�k pend�d�kan 
dasar, ya�tu Pasal 6 Paragraf 1 
yang menyatakan us�a 7 (tujuh) 

tahun waj�b belajar dan Pasal 
34 Ayat (1)  menyatakan bahwa 
set�ap warga Negara berus�a 6 
(enam) tahun dapat meng�kut� 
program waj�b belajar. 

2. Implementas� ketentuan hukum 
d� beberapa SD (Neger� dan 
Swasta) d� Daerah Kota Denpasar 
adalah beragam. Kebanyakan 
SD Neger� menetapkan syarat 
m�n�mal berus�a 7 (tujuh) 
tahun bag� para calon peserta 
d�d�knya sedangkan SD Swasta 
leb�h fleks�bel dalam mener�ma 
peserta d�d�knya. SD Swasta 
ada yang mau mener�ma calon 
peserta d�d�k berus�a 6 (enam) 
tahun ataupun kurang dar� 6 
(enam) tahun. SD Swasta beran� 
menerapkan syarat dem�k�an 
karena sudah ada Surat Edaran 
dar� Pemer�ntah Daerah Prov�ns� 
Bal� Nomor 420/10712/
DISDIKPORA yang mengacu 
pada Peraturan Bersama 
antara Menter� Pend�d�kan dan 
Kebudayan Republ�k Indones�a 
dan Mentr� Agama Republ�k 
Indones�a Nomor NOMOR 2/VII/
PB/2014, NOMOR 7 TAHUN 
2014 tentang Pener�maan 
Peserta D�d�k Baru  pada 
Taman Kanak-Kanak/Raudhatul 
Athfal/Bustanul Athfal dan 
Sekolah/Madrasah. SD Bal� 
Publ�c School sebaga� salah satu 
sekolah dasar nas�onal plus d� 
Daerah Kota Denpasar mener�ma 
peserta d�d�k pend�d�kan dasar 
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mula� dar� us�a 6 (enam) tahun 
bahkan ada 1 (satu) kelas yang 
pesertanya berus�a kurang dar� 6 
(enam) tahun. Peserta d�d�k yang 
berus�a kurang dar� 6 (enam) 
tahun kenyataannya memperoleh 
NISN (Nomor Induk S�swa  
Nas�onal), dengan kata la�n 
mereka sah menjad� peserta d�d�k 
pada jenjang pend�d�kan dasar 
dan berhak meng�kut� uj�an akh�r 
nas�onal d� t�ngkat Kelas VI SD.
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